
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG 

NOMOR 10 'l'AHUN 20J 3 

TENTANO 

PETUNJUK TEKN1S PENYELENGGARAAN BANTU AN H UKUM 

DENGAN RAHMA'l'TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA.PALEMBANG, 

Menimbang: a. bah\\'a dalam rangka memenuhi kctenluan Pasal 24 ayat (2) 
Pe~turan Daerah Kot.a l'alembang Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pt!nyelenggaraan Bantuan HUkum serta guna efektivitas dan 
opt.imalisasi penyelenggarn.a.n banruan hukum kepada penduduk 
tidak ma:mpu dalam Kot.a Palembang, perlu menctapkan Petunjuk 
Teknis Penyelenggaraan Baotuan Hukum; 

b. bahwa berdasarkan pertinibangan sebag~a clitnaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan WaJikota Palembang tcntang 
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum, 

Mengingal: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia 
Tah1.1n 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Talmn 1959 tentang Pcmbentukan 
Da:era.h Tingkat Tl dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndone;$ia Nomor 1821); 

3 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembara:n Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun -2003 tenta.ng Advokat (Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288}; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Paerah (~mbaran Negara Rcpubllk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan .Lembaran Negar-a Republik 
lnaouesil!- Nonior 4437) seb11gaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
ceotaog Pemer:intalian Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahl.Ul 2008 Nomor 59, Ta.rnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor l2 Ta.hun 2011 t en±ang Pembentukan 
Pcraturan Pen.mdang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 l cNomor 82, Tambahan Le·moaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Vndang Nomor 16 Tahun 2011 temang Bantuan Hukum. 
(Lembaran N~gara Rep11hlik; lncionesia Tnhun 2011 Nomor 104. 
Tambahan Lembaran Nega-ra Rcpublik Indonesia Nomor 5248); 



8; Peratur:m Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 teat.ang Pelaksanaan 
Kilab Uadong-Undang Hukum Acom Pidana (Lembaran Negara 
Repubilk lndonesia Tahttn 1983 Nomor 36, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Ropttblik lodonesie. Noo1or 3258) sebaga_imana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tcntang 
Peruqahon atas Pcraluran Pemerintab Nomor 27 Tahun 1983 
tcruang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5145); 

9. Peratur-an Penierintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persya.ratan 
dan TaLa Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Curna 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nom:or 4955); 

10.Peraruran Dacrs.h Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tcntang 
Urusan Pemerini:ah Kota Palt\mbang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

11 .Peraturan Dae!rah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012 ten tang 
Penyelenggarna.n Bauman Hukum (Lembaran Daeran Kota 
Palembang Tahun 2012 Nomor 9}; 

MEMUTUSKAN: 

Menetnpkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG 
'l'EKNIS PENYELENGGARAAN BI\.N.TUAN HUKUM 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraruran Dacrah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daer-ah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerilltah Kota adalah Pemel'intah Kota Palembang. 
3. Walikora adalah Walikota Palembang. 

PETUNJUK 

4. Banluan Hukum adalah jasa hukum yang dib_erikan oleh 
Pemberi Bancuan Hu.kum secara cuma-cuma kcpada Pcoerima 
Bantuan Huh."l.lm. 

5. Penerima Bantuan Hulrum adalah adal.ab orang atau kelompok 
orang yang meminta banttlan dan/atau konsultasi hukum 
kcpada Pemberi Bantuan Hukum. 

6. Pemberi Bantuan Hu.kwn adalah lcrnbaga bantuan hulmm atau 
organisasi kcmasyarakaran yang membori layauan. Banntan 
Hukum berdasarkan Undang-andang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum. 

7. Penduduk Tidak Mampu adalah Penduduk atau Sckelompok 
orang yang tidak dapat mcmcnuhi ba:k d.asarnya seca.ra layak 
dan mandir:i yang mcUputi hak atas panga.n, sandang, la.yanan 
kesehatan, layan.an pendidikan, pe.kerjaan aan berusaha, 
dan/ atau pernmahan. 

8. Srandar Bantuan Hukum adalah pedoman pe-Iaksanaan 
pemberiaa Bantuan Bukum yang ditetapkan olch Wallkota. 

9. Kode Etik Advokat -adala.h k()de etik yang direrapkan oleh 
organisasi profesi advokat ya,ng berlaku bagi Advokat. 



BAl3 ll 
MAKSUD DAN TtJJUAN 

Pasal 2 

Maksud diletapkannyA. Peraturan Walikota ini adalah scbagai landasan 
kinerja P.embcri Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas operasional 
penyelenggaraan banluan hukum. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peratur-dll Walikota ini aclalah unluk me11entukan 
jeni_s penyelenggaraan ba.ntuan hukum, kriieria penerima bamuan hukum 
kritcria jcnis perkara yang dapat diberikan bantuan hukum -serla ~yarn~ 
dan tata cara penyelcnggaraan bantuan hukum. 

BABTn 
JENTS PENYl1:l.ENGGARAAN BANTVAN HUKUM 

Pasal 4 

J enis penyelenggaraan Bantuan Rukuni sebagAim1:ma dimaksud dalam 
Pasal 3, mclipuli: 

a. Pf.,'Ildampingan dan advokasi kepada pc:mohon bantuan hukum di. sedap 
pemeriksaan olch aparat penegak hukum; dan 

b. pemberia n layanan konsulta:~i hukum. 

BABIV 
KRITERiA PENERIMA BANTUAN RUKUM 

Pasal5 

(l} Pencrima bantuan bukum benlpa pendampingan dan advokasi di 
setiap mhapan proses peradilan adalah penduduk tid.ak mampo, 
sedangkan penerima bantuan hukum berupa layanan konsultasi 
blib.-um adalah se liap masyarakat dalam Daerab yang memobon 
konsultasi hukum secara tertulis dan/ atau tisan kepada Penerima 
Banruan Huk..im atai, permasalahan hukum yang dihadapinya. 

l2) Penduduk tidak mampu sebagi:!,llllana dimaksud pada ayat (1), 111cmllikl 
kriwria sebagai berilrnt: 

a. mempunyai penghasilan cLi bawah Upah Miuimum Regional (UMR); 
b . lidak mcmpunyai peke rjaan yang tetap; dan/afau 
c. tidak mempunyai tempal Linggal yang layak. 

(3) Krireda penduduk tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dibuklikan dengan Surat Ke terangan Tidak Mampu dari Lurdh yang 
cilketahui Ca.mat dimana si pcnerima bamuan hukum bertempat 
tinggal. 

BABV 
KRYl'ERlAJENIS PERKARA YANG DAPAT DIBERIKAN 

BANTOAN HUKUM 

Pasal 6 

(1) Jenis-jcnis pcrka.ta. :yang dapat dibecikan bantuan hukum berupa 
pendampingan dan advokasi sebagai berilrut: 



a. Perkara Pidana, yaitu perkara rindak pidana umum sebagaimana 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUIIP). 

b. Perkara Perdata, yaitu scmua perkara perdata yang diselesaikan 
melruui jalur perndilan umum scperti sengketa tanah dan ma·salah 
utang piutang, Jalur peradilan agama seperti kasus perceraian dan 
waris, dan jalur pengadilan hubungan industrial seperti pemutusan 
hubungan kerja scpihak olch perusahaan terhadap karyawannya. 

c. Pcrkara Ta.ta Vsaha Negara, yailu semua perkara tata uiraha negara 
yang disdesaikan ·melalui jalur peradilan tata usaha negara sepe.rti 
perkara penerbitan surat-surat t.."tnal1 yang dinilai pencrima bantuan 
hukum cacat httkum den layak untuk dibatalkan, perkara 
penerbitan Kcputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bal 
pemb!!rhemian pegawai ne_geri sipil. 

(2) I<husus pelaktt tindak pidana asusil.a i;eperti perkosaan da11 
pcncabulan, tindak pidana penyalahgunaan dan pcrcdaran gelap 
narkotika dan psikolropi.ka, pelaku tindak pidana khusus yang diatur 
di luar KUHP seperti ti.ndak pidana korupsi, tindak pidana politik, dan 
pelaku tindak pidana yang telah be.rulang kali melakukan tindak pidana 
(residivis), ticlak dapat diberikan bantuan hukum sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Layanan konsultasi hukum dapa.c diberikan kcpada penerima bantuan 
hukum untuk semttajenjs perkara. 

B1\B V1 
SYARAT DAN 'I'A'l'A CARA 

PENYELENGGJ\RAAN BANTUAN HOKUM 

Pasal 7 

(l) Untu.k memperoleh Bantuan Hukum berupa penda.mpingan clan 
advokasi, pemohon Ba.ntuan H1.tkum barus memenuh.i syaraVsyarat: 

a:. mengajukan permohonan secara tertuli11 yang berisi sekurnng­
ku.ranguya identitas pemobon dao uraian singkat r:nengenai pokok 
peri;oalan yang dimohonkan Bamuan Rukum; 

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan 
c. mdampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lu.rah yang 

dikctahui Camat dimana sl penerima bi:inruAn hulnlm hertempat 
tinggal. 

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum 1.icink m.ampu me.nyusun 
permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayal (1), 
permohonan dapat diajukan secara lisan. 

Pasal 8 

(l) Pemohon Bantu.an Hukum berupa pendampingan dan advokasi 
mcngajuk<'1:n permohonan Bantu.an Hukum kcpacla Pcmberi Bantuan 
Hukum. 

(2) Pemberi Banl\.lan Hukl.lm <la.lam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja setelah pennohonan Banruan 1-lukum dinyatakan lengkap bants 
mcmberlkan jawahan menerima atau menolak pcrmohonan Bru1tuan 
Hukum. 

(3) Dalam hal permohonan Bauruan Hukum dite.rima, Pemberi Banluan 
Hukum mcmbcrikru1 Bantuan Hukum berda.sarkan sural kuasa khusus 
dari Penerima Bamuan Hukum. 



(4) Dalam ha! pennohonan Ba11tuan Hukum ditolak, Pemberi Samu.an 
I lukum membcritahukan secara tcrtulis dan mcncantumkan alasan 
pcnolakan kepada calon penerima banluan hukum. 

(5) Dolam penyclenggnraan bancuan hukum, Pcmberi Banruan Hukum 
harus bcrpcdoman kepada pcraturan penU1dang-undangan yang 
berlaku serta Standar Bantuan Hukum dan Kode Erik Advokat. 

Pasal 9 

Khusus unruk layanan konsulrasi hukum dopat dibcrikan kepoda setiap 
masyarakat do.lam Daerah yang mcmohon layanan konsultasi hukum 
kepada Pemberi BantuaJ1 Hukum r.anpa harus memenuh.i syaral-syarat 
sebagaimMa dimaksud dalam PasaJ 6 ayat (l). 

Pasal 10 

Penyclenggaraan banruan hukum bentpa layanan konsultasi hukum 
diselenggarakan <le-ngan prosedur scbagai berikut: 

a . Pcnerima Bnntuan Hukum mcngisi buku tamu di Kanlor atau 
Sekretariat Pcmberi Bantuan Hukum; 

b. Pcnerima Bancuan Hukum menccritakan kronologis permasalah11n 
hukum yang dihadapi sccara lisan clan/atau tertulis; dan 

c. Pencrima Banruan Hukum mendapatka,n arahan/ bimbingan dari 
Pcmberi Bann.tan Hukum. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengerahuinya, mcmerinlahknn pengundangan 
Peroruran Oaerab ini dcngan pcnempat.annya dalam Serita Daer.ili Kow. 
Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada taJ1ggal ~ \'&~ 2013 

o,undangkan di Palembang 
pad tanggal ~- 7 - 2013 
Plt.S • R • ARIS OABAAH KOTA PALl::MBANG, 

UC K ITTOAYAT 
BEi 11'A DAER.All KOTA PALEMOANG TAHUN 2013 NOMOR 10 


